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ABSTRAK

Penyelenggaraan anggaran nerupakan hal ~yang sangat penting di dalam nelaksanakan proses
pe nbangunan yang tel ah direncanakan ol eh pe nerintah Hal ini berkaitan erat dengan profesi Bendahara yang
bertugas untuk neneri na, nencatat, nenyi npan  ne nbayar atau nengeluarkan uang dan barang serta
berke wajiban ne npertanggungj awabkan kepada kepala daerah atau kuasa pengguna anggaran Unt uk nengatur
pel aksanaan tugas dari bendahara tersebut,” Menteri Dalam Negeri nengeluarkan Peraturan yaitu Peraturan
Menteri Dalam Negeri  Nonor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyanpaiannya. Peraturan inilah yang dijadkan pedoman oleh
bendahara D nas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah ( DPPKAD) Kabupaten Bolaang
Mongondow Tujuan penelitian in adalah untuk nengetahui dan nenganalisis kesesuaian pe nbukuan dan
laporan pertanggungj a waban bendahara dengan peraturan yang berlaku Mt ode analisis yang di gunakan dalam
penelitianini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian nenunjukkan bahwa DPPKAD Kabupaten
Bolaang Mbngondow telah sesuai dengan peraturan yang berlaku Namun demi kian nmsih sering terdapat
beberapa kendala yang dihadapi seperti keterlanbatan dalam nenyanpaikan laporan pertanggungjawaban,
kesalahan pencatatatan, dan juga kesalahan prosedur. Kepala dinas DPPKAD sebaiknya lebih tegas dal am
nel akukan pengawasan pengel daan keuangan di SKPD) dan perlunya peningkatan sunber daya nmnusia
nelalu pelatihan for nal atau non for nal.

Kat a kunci: penat ausahaan, laporan pert anggungj awaban, bendahara
ABSTRACT

Inplenent ation of t he budget is veryi nportant int he devel opnent process t hat has been pl anned by t he
governnent. Thisis closelyrelaedtothe profession of treasure whois inchargetoreceive, record store pay
or spend noney and goods as well as an obli gationt o account t ot he head of region or power budget users. And
toorganizetheinplenmentation of the t asks of t he treasurer, the Mnister of Home Affdairsissued a regulation
thatis Regulation of the Mnister of Hone Affairs Number 55 Year 2008 on Procedures for Adninistration and
Treasurer Account ability Report Preparation and Transnission Regulation is used as guidelines by the
treasurer of t he Depart nent of Revenue, Manage nent of Financid and Asset ( DPPKAD) Bol aang Mongondow
The purpose of this research was to determine and andlyze t he suitability of accounting and account ability
reports of treasurer vith applicable regul ations. The met hod of andlysis usedinthis researchis a qudlitaive
descriptive andlysis. The results showed t hat DPPKAD Bol aang Mongondow in conpliance with applicabl e
regul ations. However still there are some obstacles encountered such as del ays i n reporting responsi bilities,
new recording errors also an error in procedures. Head office of DPPKAD should be nore assertive in
monitoring financid nanage nent in SKPD and required human resource devel opment t hroughfor nal or non-
formal tranng

Keywords: adninistration account ability report, treasurer
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PENDAHULUAN
Latar Bel akang

Pe nbaharuan manaje nen keuangan daerah di era otonom ini ditandai dengan perubahan yang sangat
mendasar, mulai dari sistem penganggarannya, perbendaharaan sanpai kepada pertanggung awaban laporan
keuangannya. Pertanggungjawaban laporan keuangan daerah sebelum bergulirnya otonom daerah harus
disiapkan ol eh pe nerint ah daerah hanya berupalaporan perhitungan anggaran dan nota per hitungan dan sistem
yang digunakan untuk nenghasilkan laporan tersebut adalah Minual Adm nistrasi Keuangan Daerah
( MAKUDA) yang berlaku sejak tahun 1981. Dengan di berlakukannya otonom daerah sejak diterbitkannya
Undang- Undang (UU Nomor 22 tahun 1999 yang selanjunya di ganti dengan UU Nonor 32 tahun 2004
tertang pe nerintahan daerah nnkaterjad peli npahan we wenang penyel enggaraan ur usan dari pe nerirt ah pusat
kepada pe nerintah daerah

Dem nenciptakantata kelda yang baik, penerintah Indonesiaterus nelakukan berbagai usaha untuk
meni ngkat kan transparansi dan akunt abilitas pengel daan keuangan Negara Salah satu upaya tersebut dengan
nel akukan penge nbangan kebijakan akuntansi pe nerintah berupa Standar Akuntansi Pe nerintahan (SAP) yang
betyuan unt uk ne nberikan pedonan pokok dala m penyusunan dan penyajianlaporan keuangan pe nerint ah
bai k pe nerintah pusat maupun pe nerintah daerah

Penyelenggaraan anggaran mnerupakan hal yang sangat penting di dalam nelaksanakan proses
pe nbangunan yang telah direncanakan oleh pe nerintah Hal ini berkaitanini erat dengan profesi Bendahara
yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelda Keuangan Daerah
(SKPKD) yangterdiri dari bendahara peneri na dan bendahara pengel uaran Mreka bertugas untuk neneri na,
mencatat, nenyi npan, ~nenbayar atau nengeluarkan uang dan barang serta berkewajiban
me npertanggungj awabkan kepada kepala daerah atau kuasa pengguna anggaran Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Per nendagri) Nomor 55 Tahun 2008 telah ne nberikan pengaturan yang detail tentang proses
penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungj awaban bendahara serta penya npai annya.

Fungsi dari seorang bendahara dal amperannya nel akukan pengel o aan keuangan daerah nerupakan hal
yang sangat penting Kegiatan pengeloaan keuangan mne npunyai kepentingan pengendalian terhadap
pel aksanaan anggaran dan bel anj a daerah, karena adanya ot orisasi yangtelah di berikan nelalu ketetapan dalam
peraturan daerah dan pengesahannya oleh pejabat yang ber wenang Untuk itu perlu dieval uasi serangkaian
pedoman tentang cara penatausahaan penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban bendahara serta
penya npai annya.

D pilihnya Kabupaten Bolaang Mbngondow khususnya Il nas Pendapatan Pengel daan Keuangan dan
Aset Dnerah ( DPPKAD) karena Dinas Pendapatan Pengelda Keuangan dan Aset Daerah ini nerupakan
SKPKD yang neniliki dua fungsi yaitu sebagai SKPD dan sebagai Penerintah Daerah yang pelaksanaan
penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban bendaharanya ne mliki dua jenis, yaitu penatausahaan dan
penyusunan |l aporan pertangungj awaban bendahara peneri maan dan bendahara pengel uaran yang ber pedo man
pada per nendagri Nonor 55 Tahun 2008 temtang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungj awaban Bendahara serta Penya npai annya. Dal a mpengel d aan keuangannya DPPKAD Kabupaten
Bolaang Mbngondowini masih dinila buruk oleh Badan Pe neriksa Keuangan ( BPK) yang artinya belum
opti malnya pengeloaan keuangan yang dilakukan oleh penerintah Penerintah Kabupaten Bolaang
Mongondowini nendapatkan opini discla mer atau tidak ne nberikan pendapat oleh BPKselama dua tahun
berturut-turwt, dan salah satu penyebab di beri kannya opi ni tersebut adal ah per nasal ahan dalamsal do kas pada
buku kas unu m bendahara pengel uaran

Tuj uan Penelitian
Tuj uan yangingin dicapai dalampenelitianini adalah nengetahui dan nenganalisis penatausahaan dan

penyusunanl aporan pertanggungj awaban bendahara serta penya npai annya pada D nas Pendapat an Pengel daan
Keuangan dan Aset Dnerah Kabupaten Bolaang Mbngondow
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TI NJAUAN PUSTAKA
Konsep Akunt ansi

Reeve, dkk (2009:9) nenyatakan bahwa akuntansi (accounting) nerupakan suatu siste mi nfor masi yang
nenyedi akan I aporan unt uk para pe mangku kepentingan nengenai aktivitas dan kondisi ekonom perusahaan.
Sedangkan Hongren, dkk (2008:4) nenyatakan bahwa yang di naksud dengan akuntansi adalah sistem
infor masi yang nengukur aktivitas bisnis, nemproses informasi nenjadi laporan keuangan dan
nengko muni kasi kan hasilnya kepada para penganbil keputusan Menurut Li bby, dkk (2008:4) nenyatakan
bahwa akuntansi nerupakan sebuah siste myang nengunpul kan dan ne nproses ( nenganalisis, nenghitung,
dan nencatat) infor masi keuangan nengenai sebuah organisasi tersebut kepada penganbil keput usan

Akunt ansi Sektor Publi k

Bastian (2006: 6) nenyatakan bahwa akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai nekanis ne
tekni k dan al at analisis akuntansi yang diterapkan pada pengel d aan dana nasyarakat di 1e nbaga-lenbagatinggi
negara dan departenen-departenen di bawahnya, penerintah daerah BUMN BUMD LSMdan Yayasan
Sosial, maupun pada proyek- proyek kerjasana sekt or publik dan s wasta

Tujuan Fungsi dan Minfaat Akuntamsi Sektor Publik

Mar dias no (2009: 14) nenyatakan bahwa akuntansi sektor publikterkait dengan tiga hal pokok yaitu
penyedi aan infor nasi, pengendalian manajenen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik nerupakan alat
infor masi baik bagi penerintah sebagai nmnajenen naupun alat infornasi bag publik Bagi penerirtah
infor masi akuntansi di gunakan dalam proses pengendalian nmnajenmen. nulai: dari perencanaan strategis,
penbuatan program penganggaran, eval uasi kinerja dan pelaporan kinerja Infor masi akuntansi ber manfaat
untuk penganbilan keputusan terwtama untuk ne mbantu nanajer dalam nelakukan al okasi sunber daya.
Infor masi akuntansi dapat di gunakan unuk nmenentukan biaya suatu program proyek atau aktivitas serta
kel ayakannnya bai k secara ekonoms maupun teknis.

Tujuan dan Fungsi Iaporan Keuangan Sektor Pubik

Hennley, dkk (1990) dal amHarun (2009: 54) nenyatakanli nma t yj uan danfungsi laporan keuangan sekt or
publik sebagai beri kut.

Sebagai petunj uk adanya kepat uhan pel aksanaan tugas
Laporan akuntabilitas dan alat eval uasi

Sebagai alat perencanaan

Pet unj uk adanya kel anj wtan arganisasi

Sebagai alat publikasi

DA LN

Standar Akuntansi Pe nerinfahan

Hariadi, dkk (2010: 112) menjel askan bahwa S AP adalah prinsi p- pri nsi p akunt ansi yang diterapkan dalam
menyusun dan nenyajikan laporan keuangan pe nerintah Dengan de mkian S AP ner upakan persyaratan yang
me npunyai kekuatan hukum dalamupaya neni ngkatkan kualitas 1aporan keuangan pe nerintah di Indonesia
Standar akuntansi adal ah acuan dalampenyajianlaporan keuangan yang dituyjukan kepada pi hak- pi hak di luar
organisasi yang ne mpunyai ctoritas tertinggi dalamkerangka akuntansi berteri ma unmm

Siste m Akuntansi Pe nerintahan Daerah
Pada struktur penerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang nenpunyai

kewajiban nelakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan belanja aset dan selain kas yang
terjadi di lingkungan satuan kerja Satuan kerjain terdiri atas dua jenis (Surat Edaran No. 900/ 31¢/ BAKD
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tertang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan Pertanggungjawaban
Keuangan Dnerah), yaitu

1. Satuan Kerja Perangkat Dherah (SKPD

2. Satuan Kerja Pengelda Keuangan Iaerah (SKPKD)

Pada SKPKD yang berupa Badan Pengel da Keuangan Daerah (BPKD), pencatatan transaksi-transaksi

akuntansi diK asifikasikan menjad dua, sebagai berikut:

1. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja yaitu mencatat transaksi-transaksi
keuangan dal am nel aksanakan programdan kegi atan pada bagian atau hiro yang ada pada BPKD

2. Transaksi-tansaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai penerimtah daerah untuk nencatat transakdi-
transaksi keuangan, seperti pendapatan yang berasal dari dana peri nbangan dan pendapatan hi bah bel anja
bunga, belanja subsid, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bel anja bant uan keuangan,
dan bel anj a tidak terduga, serta peneri maan pe nbi ayaan dan pengel uaran pe nbi ayaan daerah

Basis Akuntansi Pe neri tahan

Basis akuntansi nerupakan prinsip-prinsip akuntansi yang nenentukan kapan pengaruh atas transaksi
atau kejadian harus diaku unt uk tuyjuan pel aporan keuangan Basis akuntansi ini berhubungan dengan waktu
kapan pengukuran dilakukan Basis akuntansi pada umu nnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual. Selain
kedua basis akuntansi tersebut terdapat banyak variasi atau nodifikasi dari keduanya, yaitu nodifikasi dari
akuntansi berbasis kas, dan modifikasi dari akuntansi berbasis akrual. Jadi dapat di katakan basis akuntansi ada
enpat macamseperti yang tertulis dalamPeraturan Penerintah No. 71 tahun 2010 yaitw
1. Akuntansi berbasis kas (cash basis of accounting)

2. Mbdifikasi dari akuntansi berbasis kas ( nodified cash basis of accounting)
3. Akuntansi berbasis akrval (accrual basis of accounting)
4. Mbdifikasi dari akuntansi berbasis akrual ( modified accrudl basis of accounting)

Bendaharawan

Bendahara adalah pejabat yang diangkat oleh nenteri/pi npinan lenbaga/kepala kant or/kepala satuan
kerja unt uk ne mbukukan dan ne npertanggungj a wabkan sel uruhtransaksi dalamrangka pel aksanaan anggaran
satuan kerja yang tertuang dalam DI PA (Peraturan Menteri Keuangan Nonor 73/ PMK 052008 tentang Tat a
Cara Penat ausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungj awaban Bendahara), jenis bendahara yaitu
1. Bendahara Peneri maan
2. Bendahara Pengel uaran
3. Bendahara Pe nbantu Pengel varan

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD

Dal amper nendagri Nonor 55 Tahun 2008 nenjelaskan bahwa bendahara peneri naan dan pengel uaran
harus ne mbuat 1aporan pertanggungj a waban ad m ni stratif kepada pengguna anggararn/ kuasa pengguna anggaran
nelalu PPK SKPD (dalam hal ini fungsi akuntansi SKPKD) dan laporan pertanggungjawaban fungsional
kepada PPKD selaku BUD paling lanbat tanggal 10 bulan beri kut nya

Penelitian Terdahu u

1. Lahay (2013), nelakukan penelitian dengan judul Analisis Pel aksanaan Siste mdan Prosedur Pengel uaran
Kas pada [ nas Pekerjaan Unu m Provinsi Sulawesi Wara. Penelitiantersebut bertyj uan unt uk nenganalisis
efektivitas pel aksanaan siste mdan prosedur pengel uaran kas pada [ nas Pekerjaan Unu mprovi nsi Sul a wesi
Uara Penelitianini nenggunakan netode analisis deskriptif, dan hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan
sistem dan prosedur pengeluaran kas sudah efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk
pel aksanaaninternal kontrol nmsih kurang efektif untuk pel aksanaan pengendalian ot orisasi dan pe misahan
fungsi nasih belumterlaksana dengan bai k
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2. Karanoy (2013), nel akukan penelitian denganjudul Eval uasi Pel aksanaan Siste mdan Prosedur Peneri naan
Kas di Dnas Pendapatan Kota Manado. Penelitian berty uan untuk nengeval uasi pel aksanaan siste mdan
prosedur peneri maan kas pada I3 nas Pendapatan Kota Manado. Penelitianini nenggunakan net ode analisis
deskriptif. Hasil penelitiannya nenunjukkan bahwa D nas Pendapatan Kota Manado sudah nenerapkan
sistemdan prosedur penerimaan kas sesuai peraturan

METODE PENEILI TI AN
Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dil akukan adal ah penelitian deskri ptif. Penelitian deskriptif neliputi pengunpul an
data untuk di yi hi potesis atau nenjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian ( Kuncoro,
2009: 12). Dalampenelitianini akan di ga nbarkan secara siste matis dan faktual mengenai nmsal ah yang akan
di angkat.

Te mpat dan Vktu Penelitian

Obj ek yang dipilih yaitu O nas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bol aang
Mongondow di JI. Raya Lintas Sulawesi Lolak Dengan nelihat per masalahan yang akan diangkat dalam
penelitianin, nakalamanya waktu yang di gunakan untuk neneliti adalah 1 (satu) bul an

Prosedur Penelitian
Prosedur yang dilakukan pada penelitianin adal ah sebagai beri kut.

Mengi dentifikasi nasal ah yang akan akan diangkat dan nenent ukan judul

Me net ukan objek penelitian

Mel akukan pengunpul an data yang berkaitan dengan penelitian

Menganalisis data berdasarkan hasil wawancara danlaporan keuangan bendahara
Me narik kesi npul an dan ne nberi kan saran berdasarkan hasil penelitian

DR W N

Met ode Pengunpul an Data

Jenis Data
Jenis data yang di gunakan ada dua. Kuncoro (2009; 145) nenjelaskannya sebagai beri kut.

1. Data kuantitatif adal ah data yang di ukur dala msuatu skal a nuneri k (angka).
2. Data kualitatif adal ah data yang tidak dapat d ukur dalamskala nunerik

Sunber Data
Sunber data yang di gunakan berasal dari dua sunber seperti yang dijelaskan o eh Kuncoro (2009 145) beri kut.

1. Data Ri ner
Data pri ner adalah data yang diperdeh dengan survei lapangan yang nenggunakan semua netode
pengunpul an data ori ginal. Data pri ner di perdeh dengan cara observasi dan wawancara dengan bendahara
peneri maan dan bendahara pengel uaran

2. Data Sekunder
Dat a sekunder adal ah data yangtel ah di kanpul kan olehle mbaga pengunpul data dan di publi kasi kan kepada
masyarakat pengguna data. Data sekunder yang d perodeh berupa laporan keuangan bendahara.
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Tekni k Pengunpul an Data

Teknik pengunpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokunentasi, teknik
wa wancara, Tekni k wawancara, penelitian obser vasi.

Met ode Analisa Data

Data daninfor nasi yang dikunpul kan akan dianalisis dengan nenggunakan metode analisis deskriptif
yaitu alat analisis yang ne nbandingkan dua seg yang berbeda antara teori dan praktek yang ke nmudian
di pertenukan agar dapat diketahui perbedaannya. Untuk itu dilakukan analisis terhadap penatausahaan dan
penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyanpaiannya dengan per nendagri nonor 55
tahun 2008.

HASI L PENELI TT AN DAN PEMBAHAS AN
Hasil Penelitian
Ga nbaran (bjek Penelitian

Bol aang Mbngondow di pisahkan nenjadi daerah otonomtingkat II nulai tanggal 23 maret 1954, sejak
saat itu Bolaang Mbngondowresm nenjadi daerah otonom yang berhak nengatur runah tangganya sendiri
berdasarkan PP No. 24 Tahun 1954. Setelah Bolaang Mbngondowres m nenjadi daerah ot onom pada saatitu
juga di milalah penbentukan organisasi penerintahan penerintahan dengan nengacu pada peraturan
pe nerintah di buatlah [ nas Pendapatan Pengel da Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bol aang
Mongondow DPPKAD adalah dinas yang nelaksanakan dan nenyusun kebijakan pengel daan keuangan
daerah nenyusun rancangan perubahan APBID) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah

Tata Cara Penat ausahaan Bendahara Peneri nnan

Bendahara Peneri man bertugas untuk neneri na, menyi npan nenyetorkan nenatausahakan, dan
me npertanggungj awabkan peneri maan pendapat an dala mr angka pel aksanaan APBD pada SKPD Hal-hal yang
dilakukan ol eh bendahara peneri maan yaitu pe nbukuan atas pendapatan yang diteri na tunai dan pe mbukuan
atas pendapatan yang diterina nelalu kas umumdaerah Dokunen yang di gunakan sebagai sunber pencatatan
adalah surat tanda setoran slip pe nbayaran  bukti peneri naan lain yang sah Transaksi dicatat dalam buku
peneri maan dan penyetoran lau nengisi buku regster STS.

Pert anggungj awaban dan Penya npai an Bendahara Peneri naan

Bendahara peneri maan menbuat dua jenis laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari laporan
pertanggungjavaban admnistratif dan fungsional. Laporan ini berisi tentang rekapituasi peneri mpan
penyetoran dan sal do kas yang ada pada bendahara peneri maan. Laporanini dilampiri dengan buku penerimaan
dan penyet oran yangtel ah ditwtup pada akhir bul an, bukuregister STS, Bukti peneri maan yangsah danlengkap,
sertalaporan pertanggungj awaban bendahara pe nbantu. Penya npai annya dil akukan pada akhir bul an

Tata Cara Penatausahaan Bendahara Pengel uaran

Bendahara pengeluaran bertugas untuk neneri ma, nenyi npan, nenbayar, nenatausahakan dan
me npertanggungj awabkan uang unt uk keperl uan bel anj a daerah dal amr angka pelaksanaan APBD pada SKPD
Hal-hal yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran adalah pengajuan surat per mntaan pe mbayaran
UP/ GUTU penbukuan peneri naan SP2D UP/ GU TULS penbukuan menggunakan uang persediaan
pe nbukuan pertanggungjawaban uang panjar, dan pe nbukuan pertanggung awaban tanbah uang Dokumen
yang di gunakan antaralainsalinan SPD) draft surat pernyataan pengguna anggaran, SP21Q bukti transaksi, LPJ
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penggunaan UP/ TU dan dokunen pelengkap lainnya. Pencatatan dilakukan pada buku kas umum dan buku-
buku pe nbant u

Pert anggungjawaban dan Penyanpai an Bendahara Pengel uaran

Bendahara pengel uaran membuat laporan pertanggungjawaban ad mnistratif dan fungsional yang berisi
rekapituasi saldo kas pada bendahara pengel uaran Laporanin dilanpiri dengan buku kas umum laporan
penut upan kas, danlaporan pertanggung awaban dari bendahara pengel uaran pembantu Selainitu bendahara
pengeluaranjuga nenbuat laporan pertanggungjawaban penggunaan UP dan penggunaan TU dengan
nengunpul kan bukti-bukti penggunaan UP/ TU Secara kesel uruhanlaporan pertanggungj awaban ad m nistratif
dan fungsional bendahara pengel uaran DPPKAD Kab. Bol nong sudah sesuai dengan peraturan yang berl aku
hanya saja penyanpaian pertanggungjawabannya sering tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan
dalamper nendagri yaitu palinglanbat tanggal 10 bulan beri kut nya.

Pe nbahasan

Bendahara peneri maan dan pengel uaran [l nas Pendapatan, Pengel d aan Keuangan dan Aset Kabupaten
Bol aang Mbngondow banyak ber pat okan pada per nendagri No. 13 Tahun 2006 dan juga per nendagri No. 55
Tahun 2008, tetapi di sampingitu nerekajuga nenyesuai kannya dengan berbagai peraturan pe nerintah yang
lain nengingat peraturan yang dibuat penerintah itu saling ne mliki kaitan Penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Lahay, (2013) yaitu Analisis Pelaksanaan Siste mdan Prosedur Pengeluaran Kas pada [ nas
Pekerjaan Unum Provinsi Sulawesi Wara dan penel etian terdahul u yang dil akukan Karanoy, (2013) berjudul
Eval uasi Pel aksanaan Sistem dan Prosedur Peneri naan Kas Pada [ nas Pendapatan Kota Minado, ne mbahas
prosedur peneri maan dan pengel uaran kas berkaitan dengan pendapatan dan bel anj a daerah secara unu m tetapi
dalampenelitianin lebi h spesifik dityj ukan kepada bendahara

Hasil penelitian nenunjukkan bahwa, bendahara peneri naan dan bendahara pengeluaran I nas
Pendapatan Pengel d aan Keuangan dan Aset Kabupaten Bolaang Mbngondow sudah nelakukan pengel daan
keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku neskipun mmasihterdapat beberapa kendal a yang di hadapi oleh
bendahara dalam nelakukan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban serta
penya npai annya. Sehubungan dengan hal itu pe nerintah Kabupaten Bol aang Mbngondo wt erus berusaha untuk
nenci ptakan good governance dengan mengi kuti berbagai se nminar-se minar dan pel ati han yang di sel enggar akan
oleh penerintah Kendala-kendala yang dihadapi [ nas Pendapatan Pengeldaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Bol aang Mbngondo wdal a mpenat ausahaan dan penyusunanl aporan pertanggungj a waban bendahara
yaitu sebagai beri kut.

1. Masihterdapat beberapa kesal ahan pencatatan dalam BKU dan bendahara seringti daklangsung nel akukan
pencatatan di saat SP2D diterina, ini bisa menbuat bendahara lupa nelakukan pencatatan dan
mengaki batkan BPK nmenemukan perbedaan sal do kas ant ararekeni ng koran bank dan BKU bendahara. Hal
in dikarenakan nmsih lemahnya kontrd terhadap semma pengeluaran atas belanja-belanja yang telah
dilaksanakan untukitu dim ntakan kepada Kepala SKPD agar nelaksanakan Sistem Pengendalian Intern
yang lebi h bai k

2. Ada beberapa prosedur pengajuan dokunen yang tidak sesuai dengan tahapan prosedur yang sudah diat ur
penerirtah, seperti pada penyusunan laporan pertanggungawaban penggunaan TU di mana bendahara
pengel uaran setelah me nbuat laporan pertanggungjawaban tidak ne nberikannya pada PPK SKPD tapi
langsung ne nberi kannya pada pengguna anggaran PPK SKPD ber wenang untuk ne neriksa kel engkapan
dan keabsahan I aporan dari bendahara sebel umdi berikan pada pengguna anggaran, jadi jika tidak nelalu
PPK SKPDada ke mungki nanl aporan yang di beri kan bendaharaitu masi hterdapat kesal ahan atau doku nen-
dokunenya belumlengkap. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan bendahara DPPKAD Bol nong akan
peraturan yang sudah ditetapkan danjugalenahnya pengendalianinternal.

3. Terlanbatnya pengiri nan Surat pertanggungjawaban (SPJ) yang seharusnya dilakukan setiap tanggal 10
bul an berikutnya. Pe nerintah telah nengel uarkan peraturan untuk ne mberikan sanksi bag keterlamnbatan
pengiri manl aporan pertanggung awaban berupa penundaan penerbitan SP2D dari BUD ini tentusaja akan
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mengaki bat kant erha nbat nya kel ancaran dana pada unit kerjasehi ngga penatausahaan yang ada di DPPKAD
tidak dapat tepat waktu Hal ini disebabkan lemahnya sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh SKPD
terlebihlag pejabat penatausahaan keuangan yang ada di nmsing- masing SKPD yang dasar pendi d kannya
bukan dari akuntansi sehingga bel um ma npu nenyusun laporan pertanggungj awaban dengan benar.

PENUTUP
Kesi npul an

Kesi npulan dari penelitian ini yaitu : D nas Pendapatan Pengeldaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bolaang Mbngondow selaku SKPKD telah nel aksanakan penatausahaan dan penyusunan laporan
pertanggungjawaban bendahara serta penyanpaiannya sesuai dengan peraturan yang berlaku Bendahara
peneri naan dan bendahara pengeluaran telah mnelakukan penatausahaan dan penyusunan laporan
pertanggungjawaban serta penyanpaian dengan baik yang dalamhal ini berpatokan pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nonor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Msalah
masal ah yang di hadapi 13 nas Pendapat an Pengel d aan Keuangan dan Aset Daerah Bolaang Mbngondowdalam
nel aksanakan per nendagri No. 55 Tahun 2008 yaitu seperti kesal ahan pencatatan, prosedur yang tidak sesuai
peraturan dan juga keterlambatan dal ampenyusunan dan penya npaian Laporan pertanggungjawaban Hal ini
di karenakan kurangnya sosialisasi Per nendagri Nonor 55 tahun 2008, belumefektifnya pengendalianinternal
dan siste makuntansi yang bel umberjalan dengan bai k.

Saran
Saran yang dapat d berikan dari penelitianini :

1. Kepala Dnas Pendapatan Pengelda Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mbngondow selaku
PPKDD BUD PA sebaiknya nelakukan pengawasan yang lebih ketat agar 1aporan pertanggungjawaban
yang di masukkan d DPPKAD sudah dengan peraturan yang berl aku

2. Kepala Dnas DPPKAD Kabupaten Bolaang Mbngondow nelalu bi dang akuntansi, perbendaharaan dan
anggaran sebai knya tegas mengi nstruksikan kepada sel uruh bendahara SKPD bai k bendahara peneri naan
maupun bendahara pengeluaran agar ne nasukkan laporan pertanggungjawaban pada tanggal 10 bulan
beri kut nya sesuai dengan per nendagri No. 55 Tahun 2008

3. Bendahara SKPD sebai knya lebi h aktif dalam nenyikapi perke nbangan peraturanterbaru, dengan bel ajar
dan ne maha mnya secara mandiri tanpa nenunggu nuncul nya berbagai pet unjuk dari atasan

4. Penerintah sebai knya nelakukan peni ngkatan kualitas sunber daya nanusia nelalu pendi di kar/ pel ati han
for mal dan non for nal (Bnt ek Akuntansi).

5. Perlu diadakan perbaikan dalam nenetapkan standar peneri maan pegawai terutanma di bagian keuangan,
dengan nengutamakan pegawai yang me mlik latar belakang pendi di kan akuntansi.
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